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ABSTRAK

Ervina Damayanti 8105123260. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada
Sub Bagian Manajemen Intern Auditorat Keuangan Negara 11.B (MIA AKN I[1.B),
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Program Studi Pendidikan
Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi.
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta, November 2014.

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Sub Bagian seksi Manajemen
Intern Auditorat 11.B, Bagian Auditorat Keuangan Negara Il, , Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat 10210.
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama satu bulan
terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014, dengan
lima hari kerja yaitu hari Senin - Jum at, yaitu mulai pukul 08.00 — 17.00 WIB
dan pukul 07.30 — 15.30 WIB (pada bulan ramadhan).

Kegiatan yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) antara lain: membantu mencatat dan mengarsipkan surat
masuk dan surat keluar dalam jurnal surat, membantu membuat surat tugas dan
lembar disposisi dengan sistem SIMAR BPK RI, menginput dan memeriksa
tagihan hutang, menginput Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke dalam Sistem
Pemeriksaan (SMP) BPK, membantu mengecek nota dinas auditor, membantu
input Surat Setoran Pajak (SSP) menggunakan mesin ketik elektri, Memilah
dokumen transaksi, dan Memperbanyak dokumen.

Dalam melaksanakan tugas pertama pada saat Praktik Kerja Lapangan,
Praktikan mengalami kesulitan karena belum terbiasa dengan tugas yang
diberikan namun dengan bantuan dan bimbingan dari staff MIA AKN I11.B
praktikan dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan benar.

Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan diberi
penjelasan job desk oleh kepala seksi Manajemen Internal Auditorat Keuangan
Negara I1.B serta dibantu dan dibimbing oleh staff dari seksi MIA AKN II.B.
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat memberikan pengetahuan
baru kepada praktikan tentang dunia kerja sehingga pengetahuan dan wawasan
praktikan akan dunia kerja menjadi bertambah luas dan memberikan pengalaman
kerja kepada praktikan sehingga praktikan dapat meningkatkan kemampuan yang
dimiliki untuk siap terjun ke dunia kerja di masa mendatang.

Meskipun pada saat pelaksanaan praktik kerja lapangan praktikan mengalami
kendala, Praktik Kerja Lapangan tetap dapat kembali berjalan. Praktikan
memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan dari setiap kegiatan yang
ditugaskan oleh perusahaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Pada abad ke-20 tantangan bagi setiap negara maupun individu
semakin meningkat, tantangan ini terus terjadi seiring perkembangan
zaman. Tantangan yang harus di hadapi pada masa ini adalalah era
globalisasi, modernisasi, pasar bebas dan yang baru — baru ini akan
diterapkan adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Era ini
perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan semakin
meningkat menuntut masyarakat untuk bersiap menghadapi tantangan ini.
Tantangan yang akan semakin terlihat pada era ini adalah persaingan
didunia pekerjaan. Setiap individu harus bersiap dengan meningkatkan
kemampuan dan keahlian dibidang yang dikuasainya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahliannya dimulai
dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia itu sendiri sehingga
akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, professional,
berintegritas dan memiliki daya saing yang tinggi. Menanggapi tantangan
ini Perguruaan Tinggi sebagai wadah untuk menyiapkan mahasiswa/i-nya
yang dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang baik dalam

bidangangnya, guna siap menghadapi tantangan juga harus bertanggumg



jawab mempersiapkan diri untuk menghasilkan lulusan yang
berkualitas, professional dan kompetitif.

Universitas Negeri Jakarta sebagai institusi pendidikan tinggi
negeri memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam membangun jiwa
pemimpin yang berkualitas, professional dan kompetitif di masa depan.
Universitas Negeri Jakarta mempunyai program untuk mempersiapkan
mahasiswa dengan lulusan yang berkualitas, profesional dan kompetitif
yaitu dengan Program Praktik Kerja Lapangan. Selaim itu, Program
Praktik Kerja Lapangan diadakan untuk menjadi salah satu persyaratan
yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa/i Universitas Negeri Jakarta,
khususnya Fakultas Ekonomi.

Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu bentuk pendidikan
dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk
berpartisipasi dengan tugas langsung di lembaga BUMN, BUMD,
Perusahaan swasta dan instansi pemerintas setempat. Praktik Kerja
Lapangan (PKL) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk
mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Praktik Kerja
Lapangan (PKL) adalah suatu wujud relevansi antara teori yang didapat
selama di perkuliahan dengan praktik yang ditemui baik dalam dunia
usaha swasta maupun pemerintah.

Praktik kerja lapangan bertujuan untuk memberi kesempatan
kepada mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung

tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan



karier. Pada saat di lapangan melaksanakan praktik kerja, mahasiswa
dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki serta
menjadi media pengaplikasian dari teori yang diperoleh dari bangku kuliah
ke tempat kerja. Sesuai dengan program studi praktikan yaitu Pendidikan
Ekonomi dengan konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Praktikan memilih
melakukan Praktik Kerja Lapangan di suatu lembaga pemerintahan yaitu
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia karena berkaitan dengan
bidang yang praktikan pelajari yaitu Pemeriksaan  Akuntansi
(Pengauditan).

Dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan dapat
menciptakan suatu kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan
Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga Universitas Negeri Jakarta dapat
melahirkan mahasiswa/l dengan lulusan terbaik yang berkualitas,
professional dan kompetitif serta siap terjun kedunia kerja dan bersaing

dengan tenaga kerja lainnya.

. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) diatas, maksud dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang
diterapkan oleh Universitas Negeri Jakarta adalah:
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu khususnya unit kerja

praktikan saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, yaitu pada



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dibidang Pemeriksaan
Akuntansi (Pengauditan).

2. Menambah pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keahlian di
bidang Pemeriksaan Akuntansi sebelum terjun langsung ke dunia
kerja.

3. Membandingkan dan menganalisis teori-teori yang praktikan peroleh
dari perguruan tinggi pada praktik kerja yang dilakukan secara

langsung.

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

(PKL) diatas, tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah :
1. Menlaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan prasyarat
mata kuliah wajib bagi Mahasiswa jurusan Ekonomi dan Administrasi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

2. Praktek Kerja Lapangan (PKL) memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang
instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan
karier. Ketika di lapangan melaksanakan praktek kerja, mahasiswa
dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki.

3. Praktek Kerja Lapangan menjadi media pengaplikasian dari teori yang
telah diperoleh praktikan dari bangku kuliah ke tempat kerja.

4. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan

instansi. Praktek Kerja Lapangan dapat menjadi media promosi



lembaga terhadap institusi kerja. Kualitas lembaga perguruan tinggi
dapat terukur dari kualitas para mahasiswa yang melaksanakan
praktek kerja lapangan tersebut. Selain itu praktek kerja lapangan juga
dapat membantu institusi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja
akademis yang sesuai dengan kebutuhantenaga kerja yang
dimilikinya.

Memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh di lapangan.
Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di
kelas dengan yang ada di lapangan. Praktek Kerja Lapangan sangat
membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman Kkerja
sehingga dapat menjadi tenaga kerja professional nantinya.

Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja.
Praktek kerja lapangan akan memberikan pendidikan berupa etika

kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), berikut

adalah manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait

dalam program Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersebut:

1.

Bagi Mahasiswa

a. Mahasiswa memperoleh pengetahuan yang baru tentang dunia
kerja yang tidak didapat di bangku kuliah, sehingga wawasan
mahasiswa menjadi luas dan bertambah dengan adanya

pelaksanaan program praktik kerja lapangan.



b. Mahasiswa mendapatkan keterampilan dan keahlian yang
dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pada perusahaan
swasta maupun instansi pemerintahan.

c. Melalui praktik kerja lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk
pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja.

d. Melatih pola berfikir dan tingkah laku mahasiswa untuk menjadi
tenaga kerja yang berkualitas, profesional dan kompetitif.

e. Selain itu, mahasiswa akan menumbuhkan tingkat kedisiplinan dan
rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktik kerja
lapangan.

2. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

a. Lembaga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, Lembaga
BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan.
Praktek Kerja Lapangan dapat mempromosikan keberadaan
Akademik di tengah-tengah dunia kerja.

b. Menilai kemampuan dan mengetahui keterampilan mahasiswa
dalam menguasai dan mengaplikasikan materi-materi yang
diperoleh di bangku perkuliahan.

c. Mengukur kesesuaian materi-materi yang diberikan dibangku
perkuliahan dengan pengaplikasian nyata dalam dunia kerja untuk

bahan evaluasi bagi perguruan tinggi.



3. Bagi Tempat Praktik Kerja Lapangan
a. Institusi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang
berwawasan akademi dari praktek kerja lapangan tersebut.
b. Dunia kerja atau institusi kerja tersebut akan memperoleh tenaga
kerja yang sesuai dengan bidangnya.
c. Kemudian laporan praktek kerja lapangan dapat dimanfaatkan
sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi umum

institusi tempat praktik tersebut.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada
sebuah kantor instansi pemerintah. Berikut ini merupakan informasi data

perusahaan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL):

Nama Instansi : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Alamat : JI. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210
Telepon : (021) 25549000 Ext. 1182

No Fax : (021) 57953198

Web : www.bpk.go.id

Bagian Tempat PKL : Bagian Auditorat Keuangan Negara Il, Sub bagian
Manajemen Intern AKN I1.B, Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan praktikan dalam

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sub Manajemen Intern


http://www.bpk.go.id/

AKN 11, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikarenakan
BPK — RI merupakan suatu instansi pemerintah yang terbaik dan tepat
untuk dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan untuk mengenal dan
memahami serta memperoleh pengalaman mengenai dunia Kerja,
khususnya pemeriksaan akuntansi (Akuntansi audit) terkait dengan

penerapan akuntansi yang digunakan pada instansi pemerintahan.

. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan
Waktu yang dibutuhkan oleh praktikan untuk melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 1 (satu) bulan / 22 hari kerja, yang
dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan 11 juli 2014.
Sebelum melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL),
sebelumnya praktikan dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia melakukan kesepakatan untuk menentukan jadwal waktu
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
1. Tahap Persiapan
Pada saat tahap persiapan ini, hal pertama yang praktikan lakukan
adalah mencari referensi tentang informasi mengenai tempat
instansi/perusahaan yang dapat menerima mahasiswa untuk melakukan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sesuai dengan bidang praktikan
dengan cara mencari di internet dan masukan dari senior. Setelah
mencari informasi mengenai tempat instansi/perusahaan yang dapat

melakukan Praktik kerja lapangan akhirnya praktikan menemukan



tempat praktik kerja lapangan yang sesuai sesuai dengan bidang
praktikan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Selanjutnya, praktikan mempersiapkan surat-surat yang dibutuhkan
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan seperti surat pengantar
dari Fakultas Ekonomi untuk kemudian diberikan kepada pihak Badan
Pemeriksa keuangan. Pada tanggal 07 April 2014, Praktikan mengambil
formulir untuk membuat surat pengantar dari Fakultas Ekonomi yang
selanjutnya diberikan kepada pihak BAAK untuk dibuatkan surat
pengantar. Setelah mendapat persetujuan dari Fakultas Ekonomi dan
BAAK, praktikan mendapatkan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan
(PKL) dari Fakultas Ekonomi dan BAAK vyang selanjutnya akan
praktikan berikan kepada Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Badan
Pemeriksa Keuangan. Setelah Kepala Biro Humas dan Luar Negeri
BPK menerima surat permohonan PKL yang telah praktikan berikan,
pihak kepala biro humas dan luar negeri BPK menyampaikan surat
pengantar tersebut ke Auditorat Keuangan Negara Il pada 6 Mei 2014.
Selanjutnya, praktikan menunggu kabar dari Pihak Kepala Biro Humas
dan Luar Negeri kurang lebih selama beberapa minggu dan setelah
menunggu akhirnya pihak BPK menghubungi praktikan bahwa surat
permohonan PKL telah disetujui oleh pihak Auditorat Keuangan
Negara Il dan praktikan dapat memulai pelaksanaan PKL pada tanggal
10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 sesuai kesepakatan

yang telah dibuat sebelumnya.
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2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 1
bulan (22 hari kerja) dimulai dari tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan
11 Juli 2014. Dengan jadwal waktu kerja sebanyak lima hari dalam
seminggu (Senin-Jumat), jam kerja saat melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) mulai pukul 08.00 — 17.00 WIB. Sedangkan, terhitung
dari tanggal 30 Juni 2014 bertepatan pada bulan Ramadhan maka pihak
Badan Pemeriksa Keuangan mengubah jam kerja sementara selama
bulan Ramadhan yaitu jam kerja dimulai pada pukul 07.30 — 15.30 WIB
dan jadwal kerja tetap selama lima hari dalam seminggu (senin —

jum’at).

3. Tahap Penulisan Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Pada tahap ini, praktikan melakukan penulisan Laporan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga
21 November 2014. Tahap penulisan yang di lakukan oleh praktian
adalah diawali dengan mencari data-data yang dapat mendukung
penulisan laporan PKL praktikan dari berbagai sumber. Setelah data-
data tersebut terkumpul selanjutnya data tersebut diolah menjadi
laporan yang lengkap dan sistematis sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan oleh pihak fakultas. Setelah laporan pelaksanaan praktik

kerja lapangan selesai sesuai dengan prosedur maka laporan
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pelaksanaan ini diserahkan kepada dosen pembimbingan sebagai tugas

akhir laporan praktik kerja lapangan.



BAB |1

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Organisasi

Cikal bakal ide pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan berasal dari
Raad van Rekenkamer pada zaman Hindia Belanda. Beberapa Negara lain
juga mengadakan lembaga yang semacam ini untuk menjalankan fungsi-
fungsi pemeriksaan atau sebagai external auditor terhadap kinerja keuangan
pemerintah. Misalnya, di RRC juga terdapat lembaga konstitusional yang
disebut Yuan Pengawas Keuangan sebagai salah satu pilar kelembagaan
Negara yang penting. Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan
lembaga ini sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh
parlemen.Oleh karena itu, kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan
legislative, atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan
yang dijalankan oleh DPR.Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK ini harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR

untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara,

berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa diadakan

12
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suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan
dengan Undang-Undang selanjutnya Hasil pemeriksaan itu disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM
tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa

Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota

Magelang telah di keluarkan berdasarkan amanat UUD Tahun 1945.

Gambar I1.1 Gedung pertama BPK RI Magelang

Sumber : http://www.bpk.go.id/page/sejarah

Badan Pemeriksa Keuangan pada saat itu hanya memiliki 9 orang
pegawai dan R. Soerasno menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia yang pertama. Untuk memulai tugasnya,
Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1

telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia


http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://www.bpk.go.id/page/sejarah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=R._Soerasno&action=edit&redlink=1
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mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang
Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan
perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene
Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan

IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah N0.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948
tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang
ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta
tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD
Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan
SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1

Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat
(RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka
dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang
merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat
R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat
sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas
Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene
Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration

(NICA).


http://id.wikipedia.org/wiki/Magelang
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/NICA
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Gambar 11.2 Kantor BPK RI di Bogor

Sumber : http://www.bpk.go.id/page/sejarah

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas
Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung
dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan
berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan
RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan
Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di

Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang
menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan
Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan

Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.


http://www.bpk.go.id/page/sejarah
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Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan
Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas
Keuangan Rl (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa
Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan

kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg
Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta
resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-
keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga
dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka
pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195
Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6

Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun
1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar
Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas
penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK

RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirmnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966
Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai

Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu
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diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5

Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah
mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan
Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga
pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan
dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan
kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya
lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih

dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur
BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen
BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam
Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab

VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat

Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

e UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
e UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
e UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara
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1. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan RI
Visi
“Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong
terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.”

Misi

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.

3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk

penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam  Sistem
Ketatanegaraan Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang memeriksa
tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan
tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan.BPK
merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengawasi
semua kekayaan negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah
daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya.BPK berkedudukan
di Jakarta dan memiliki perwakilan di provinsi.

Adapun mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas

lembaga kenegaraan ini mengambil alih fungsi Algemeene Rekenkamer.
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Bahkan Indische Comptabilietswet (ICW) dan Indische Bedrijvenswet
(IBW) tetap lestari menjadi acuan kerja BPK sampai munculnya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. Bahkan

Soepomo sendiri secara eksplisit mengatakan bahwa badan ini "... dulu
dinamakan Rekenkamer.

Selanjutnya, kedudukan BPK ini terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan Pemerintah.Akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.Lebih
jauh hasil pemeriksaan BPK itu diberitahukan kepada DPR. Artinya, BPK
hanya wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR. Dengan
demikian BPK merupakan badan yang mandiri, serta bukan bawahan
DPR. Hal yang sama dijumpai pula pada hubungan kerja antara Algemeene
Rekenkamer dengan Volksraad.

Kedudukan BPK juga terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi :

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri
dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.
Sedangkan pasal 3 berbunyi:

1. BPK berkedudukan diibukota Negara.
2. BPK memiliki perwakilan disetiap provinsi.
3. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan negara,
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Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Sebagai Pemegang Kekuasaan

Auditatif.
Pada dasarnya Badan Pemeriksa Keuangan bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.Dengan adanya
pengawasan tersebut diharapkan tidak terjadi penyimpangan ataupun guna
menghindari adanya praktek-praktek yang mengakibatkan terjadinya
kergian negara.

Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur
dalam UUD 1945 pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan Negara.. Selain itu dalam Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, ditegaskan pula tugas dan wewenang
BPK untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan
Negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan berwenang untuk
meminta keterangan berkenaan dengan tugas yang diembannya. Di sinilah
peran BPK untuk senantiasa melaporkan hasil auditnya kepada lembaga
yang kompeten untuk pemberantasan korupsi.Validitas data BPK dapat
dijadikan data awal bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas
indikasi korupsi yang dilaporkan. Laporan BPK yang akurat juga akan
menjadi alat bukti dalam pengadilan. Bukti peran BPK cukup berpengaruh
besar terhadap proses penindakan kasus-kasus korupsi yaitu banyak proses

hukum akan terhambat jika hasil audit BPK tidak kunjung selesai.
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Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara.Hasil
pemeriksaan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
kewenangannya.Badan  Pemeriksa Keuangan memeriksa semua
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Pelaksanaan
pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam

undang-undang.

Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu :

1. Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang memeriksa tanggung
jawab tentang keuangan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri
di atas pemerintah.

2. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tertinggi Negara yang
dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan

pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

Fungsi dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan
BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam UUD RI tahun 1945.
BPK bertugas memeriksa dan bertanggungjawab keuangan Negara yang

dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara
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lainnya, Bank Indonesia, BUMN,, Badan Layanan Umum, BUMD, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara berdasarkan
undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai
dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang hasil pemeriksaannya
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
untuk ditindaklanjuti.Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsure
pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama satu
bulan sejak diketahui adanya unsure pidana tersebut untuk dijadikan dasar
penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam kedudukan yang semakin kuat dan kewenangan yang makin
besar itu, fungsi BPK itu sebenarnya pada pokoknya tetap terdiri atas tiga
bidang, yaitu:

a. Fungsi operatif, yaitu berupa pemeriksaan, pengawasan, dan
penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan
atas negara.

b. Fungsi yudikatif, yaitu berupa kewenangan menuntut perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharawan dan pegawai negeri

bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hokum atau
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melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan
kekayaan negara.
Fungsi advisory, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah

mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK berwenang:

a.

Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan, menetukan waktu dan metode pemeriksaan serta
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh
setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan lembaga negara lainnya.

Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik
negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha
keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,
surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan
daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara.
Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib
disampaikan kepada BPK.

Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi
dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan

dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
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f. Menetapkan kode etik dan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara.

g. Menggunakan tenaga ahli dan /atau tenaga pemeriksa diluar BPK yang
bekerja untuk dan atas nama BPK.

h. Membina jabatan fungsional pemeriksa.

i. Memberikan pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan.

J. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang
untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang
diakibatkan oleh perbuatan melawan hokum baik sengaja maupun lalai
yang dilakukan oleh bendahara, pengelolaan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara serta memantau
penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh
pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain,
pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada daerah,
pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara yang telah oleh ditetapkan BPK serta pelaksanaan
pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk
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diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.

Selain itu, BPK juga mempunyai kewenangan untuk memberikan
pendapat kepada DPR, DPD dan DPRD, Pemerintah pusat/Pemerintah
Daerah, Lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan
Umum, BUMD, Yayasan, dan Lembaga atau badan lain, yang diperlukan
karena sifat pekerjaannya, memberikan pertimbangan atas penyelesaian
kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah serta meberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai

kerugian negara/daerah.

Pola Hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Lembaga
lain
1) Hubungan Antara BPK-RI Dan MPR-RI
Sejak dilakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar
1945 oleh MPR-RI, BPK-RI meningkatkan hubungan kerja dengan
MPR-RI, di antaranya melalui Rapat Kerja antara Panitia Ad Hoc
(PAH) | Badan Pekerja (BP) MPR-RI dan BPK-RI yang
diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2000. Hubungan kerja
dimaksud, diselenggarakan terutama dalam rangka perumusan materi
Bab dan atau pasal-pasal tentang "Hal Keuangan”, dan materi Bab dan
ataupasal-pasal tentang “Badan Pemeriksa Keuangan” yang akan

dimuat dalam “Amandemen Undang Undang Dasar 1945”.
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Hasil konsultasi antara PAH-1 BP MPR-RI dan BPK-RI pada
bulan Februari 2000, adalah kesepakatan antara PAH-1 BP MPR-RI
dan BPK-RI untuk mengusulkan kepada Sidang Paripurna MPR-RI
dua pasal baru mengenai BPK-RI dalam Undang Undang Dasar 1945
yang diamandemen.

e Pasal pertama;mengukuhkan kedudukan BPKRI sebagai satu-
satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara,
dan sekaligus menentukan bahwa BPK-RI berkedudukan baik
di Ibukota Negara dan di ibukota provinsi.

e Pasal kedua;mengatur kembali pemilihan anggota dan
pimpinan BPK-RI.

Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja antara PAH-1 BP
MPRRI dan BPK-RI pada tanggal 16 Februari 2000, yang membahas
Amandemen UUD 1945, BPK-RI menyampaikan usulan materi satu
pasal yang terdiri atas 3 ayat Bab IX tentang Badan Pemeriksa
Keuangan sebagai bahan Amandemen Undang Undang Dasar 1945
kepada Ketua PAH-1 BP MPR-RI dengan Surat BPK-RI Nomor:
26/S/1/4/2000 tanggal 3 April 2000. Materi pasal dimaksud beserta
dasar pemikirannya adalah sebagai berikut ini.

1. Pasal 24 ayat (1)

Untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban

Pemerintah tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan
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Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan
Undang-undang.

2. Pasal 24 ayat (2)
Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara
yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, DPR
dan Lembaga Tinggi Negara lain (independen); Badan itu
bukanlah pula Badan yang berdiri di atas Pemerintah. Badan
Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan
memiliki Perwakilan yang berkedudukan di setiap Ibukota
Provinsi.

3. Pasal 24 ayat (3)
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945
yang ditetapkan oleh MPR-RI pada tanggal 9 November 2001,
memuat pengaturan tentang BPK-RI dalam satu Bab, yaitu
“Bab VIIIA” yang terdiri dari tiga pasal yaitu :

4. Pasal 23E
1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan
yangbebas dan mandiri.

2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan
kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
5. Pasal 23F
1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan olehPresiden.
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh
anggota.
6. Pasal 23G
1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota
negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa
Keuangan diatur dengan undang-undang.
2) Hubungan Antara BPK-RI dan DPR-RI/DPRD
a. Hubungan Dengan DPR-RI
Hubungan antara BPK-RI dengan DPR-RI terjadi
karena  kewajiban BPK-RI memberitahukan hasil
pemeriksaannya kepada DPR-RI sebagai bahan pelaksanaan
tugasnya mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan termasuk
pengelolaan keuangan negara. Untuk mengatur tata cara

penyerahan hasil pemeriksaan BPKRI telah disusun



29

Kesepakatan Bersama antara Pimpinan BPK-RI dan DPR-RI
tanggal 25 Januari 1977 yang dikukuhkan kembali dengan
Ketetapan MPR-RI No.lllI/TAP/MPR/1978 Pasal 10 ayat (3)
mengatur mengenai : pemberitahuan hasil pemeriksaan BPK-
RI, penyampaian Buku HAPSEM BPK-RI kepada DPR-RI,
dan pertemuan-pertemuan lain dalam hal diperlukan bahan-
bahan atau penjelasan khusus tentang suatu masalah yang
menyangkut keuangan negara dan yang menjadi kewenangan
BPK-RI.
Hubungan Dengan DPRD

Pasal 23E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang Undang
Dasar 1945 mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI
antara lain diserahkan kepada DPRD. Hubungan antara BPK-
RI dan DPRD sebenarnya merupakan hubungan tiga pihak tiga
pihak yakni: (1) Kepala Daerah sebagai pihak yang wajib
menyusun Laporan Keuangan, (2) BPK-RI sebagai pihak yang
wajib melakukan audit (mandatory audit), dan (3) DPRD
sebagai pihak yang akan menggunakan Laporan Keuangan.
Hubungan dimaksud merupakan hubungan saling melengkapi
dan tidak dapat dipisahkan ataupun ditiadakan, dalam
hubungan ini BPK-RI memegang peranan sentral karena berada
di tengah. Terhadap lembaga perwakilan, hubungan

kelembagaan BPK RI dilakukan terutama pada saat
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penyerahaan hasil pemeriksaan BPK RI, baik hasil
pemeriksaan rutin berupa LHP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) maupun laporan hasil audit on call.

Selain itu, BPK RI juga melaksanakan konsultasi
dengan alat-alat kelengkapan lembaga perwakilan seperti
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Panitia
Akuntabilitas Publik (PAP), dan alat kelengkapan seperti

BAKN di level DPRD.

3) Hubungan Antara BPK-RI dan Pemerintah

Hubungan kerja antara BPK-RI dan Pemerintah merupakan

hubungan antara pemeriksa independen dan auditee yang berkaitan

dengan tugas konstitusional BPK-RI, yaitu memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara. Di

samping itu, BPK-RI juga menyelenggarakan fungsi yang terkait

dengan kewenangan Pemerintah, yaitu memberikan rekomendasi

terhadap proses tuntutan perbendaharaan (TP) dan memberikan

pertimbangan atas penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) yang

dilaksanakan oleh Pemerintah.

a.

Hubungan BPK-RI Dengan Kejaksaan Agung

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing lembaga secara seimbang dan
proporsional dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang

bersih dan bebas dari KKN, maka BPK-RI memandang perlu
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untuk mengadakan suatu bentuk kerja sama dengan Kejaksaan
Agung dengan tujuan agar dapat dicapai suatu koordinasi kerja
yang baik dalam melakukan tindakan hukum atas temuan-
temuan pemeriksaan BPK-RI atas pengurusan keuangan negara
yang diduga terdapat sangkaan tindak pidana korupsi, untuk
dapat diproses secara cepat, tepat dan tuntas dengan
menggunakan instrumen pidana atau perdata. Kerja sama
tersebut dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama Ketua
BPK-RI dengan Jaksa Agung RI tanggal 19 Juni 2000.
Berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut dan sebagai wujud
dari pelaksanaan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1973,
BPKRI dalam kurun waktu 1998 s.d Maret 2004 telah
menyampaikan 12  buah  Hasil Pemeriksaan  yang
berindikasikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung
untuk segera dapat dilakukan langkahlangkah yuridis.
Hubungan BPK-RI Dengan Kepolisian

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1973
berikut penjelasan-nya, BPK-RI juga melakukan hubungan
kerja dengan pihak Kepolisian, terutama dalam upaya untuk
memproses lebih lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI yang
berindikasikan tindak pidana korupsi (TPK). Dengan aparat
penegak hukum, hubungan kelembagaan BPK RI berkaitan

dengan pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam
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pemeriksaan BPK RI dan permintaan keterangan ahli dari
pemeriksa BPK RI. Dari sisi pihak terperiksa, rekomendasi
dalam LHP yang diserahkan BPK RI merupakan rekomendasi

yang harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.

Hubungan BPK-RI Dengan Mahkamah Agung

BPK-RI melakukan hubungan kerja dengan Mahkamah
Agung (MA), terutama berkaitan dengan permohonan
pertimbangan hukum atas hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan
BPK-RI.
Hubungan Antara BPK-RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang
dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002,
bertugas antara lain memonitor para penyelenggara Pemerintahan
Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPK berkewajiban
menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikannya antara lain
kepada BPK-RI.
Hubungan Antara BPK dengan DPR dan DPD

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR,
DPD, dan DPRD (sebagai lembaga perwakilan). Dengan
pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan vyaitu
menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan
perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena
saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di
daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada
DPR juga pada DPD dan DPRD. Selain dalam kerangka
pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah

dalam hal proses pemilihan anggota BPK.
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5. Opini BPK
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK)
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi  keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern.
6. Kantor Perwakilan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini telah memiliki kantor
perwakilan pada 34 provinsi di Republik Indonesia. Kantor Perwakilan

tersebut bertempat di ibukota provinsi.

B. Struktur Organisasi

1. Logo BPK-RI



http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:BPK_insignia.png
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Gambar 11.3 Logo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Badan Pemeriksa Keuangan

Lambang Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk bulat dan terdiri dari:

1.

3.

Garuda Pancasila, melambangkan Badan Pemeriksa Keuangan

sebagai Lembaga Tinggi Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai

satu-satunya azas Negara Republik Indonesia serta berkewajiban

melestarikan Pancasila dan UUD 1945.

Motif Cakra, melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang

berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketentraman dunia dari

angkara murka. Cakra merupakan bentuk utama Lambang Badan

Pemeriksa Keuangan adalah sebagai alat Bangsa Indonesia untuk

menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh

Pemerintah selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

Tiga Buah Mata Tombak, melambangkan bahwa ruang lingkup

Badan Pemeriksa Keuangan meliputi :

o Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta
ketaatan terhadap peraturan dan perundangan.

o Pemeriksaan atas daya guna (efisiensi dan kehematan) ekonomi.

o Pemeriksaan atas hasil program (efektivitas).

Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung kecil pada sisi bagian

luar Cakra, melambangkan tahun kelahiran Badan Pemeriksa

Keuangan yaitu tahun 1947.


http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan
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5. Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menompang Cakra,
merupakan  “Padmasana” yang Dberarti tahta bunga teratai
melambangkan kesuburan lahir batin.

6. Makna Cakra ditopang oleh bunga teratai tersebut ialah Badan
Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara melaksanakan
tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan Lembaga-lembaga Tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan
terhadap independensi dalam setiap kegiatan.

7. Tujuh lembar kelopak bunga teratai, juga melambangkan bahwa
Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senantiasa
berlandaskan pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa
yang masing-masing berjumlah tujuh butir.

8. Warna Lambang Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning
emas, mempunyai makna keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa
Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara, sedangkan warna putih
pada kelopak bunga teratai mempunyai makna kesucian, kebersihan,

dan kejujuran.

2. Pimpinan dan Anggota

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 34/K/1-V111.3/6/2007 Tentang Struktur Organisasi Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Struktur Organisasi Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri atas :
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. Sekretariat Jenderal

. Inspektorat Utama;

. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara

. Auditorat Utama Keuangan Negara I;

. Auditorat Utama Keuangan Negara Il;

. Auditorat Utama Keuangan Negara IlI;

. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;

i. Auditorat Utama Keuangan Negara V;

j. Auditorat Utama Keuangan Negara VI,

. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
. Perwakilan BPK R,
. Staf Ahli;

. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 11.4 : Struktur BPK RI

Sumber :http://www.bpk.qgo.id/page/struktur-organisasi

Dalam struktur organisasi, BPK RI mempunyai 9 orang anggota,

dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua

merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan

selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa

jabatan.

Berikut adalah daftar anggota BPK:

Anggota BPK periode 2004-2009

1. Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E, M.P.A. (ketua)


http://www.bpk.go.id/page/struktur-organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Anwar_Nasution

H. Abdullah Zainie, S.H.
Drs. Imran, AK.

| Gusti Agung Rai, Ak, M.A.
Hasan Bisri, S.E.

Drs. Baharuddin Aritonang

Irjen Pol. Drs. Udju Djuhaeri

Anggota BPK periode 2009-2014

1.

2.

3.

Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua)

Dr. Ir. Herman Widyananda, SE, M.Si (Wakil Ketua)

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota I1)

Hasan Bisri, SE, MM (Anggota IlI)

Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota V)

Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)

Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI)

Drs. T. Muhammad Nurlif (Anggota VII)

Anggota BPK periode 2009-2014 (Jilid I1)
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1. Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua periode 26 Oktober 2009 — 21 April

2.

3.

2014)

Hasan Bisri, S.E., M.M. (Wakil Ketua)

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)


http://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Zainie
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Imran,_Ak.&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=I_Gusti_Agung_Rai&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baharuddin_Aritonang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Udju_Djuhaeri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Herman_Widyananda&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Muhammad_Nurlif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hadi_Poernomo
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4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota I1)

5. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota I11)

6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota 1V)

7. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)

8. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI kemudian menjadi Ketua periode 28 April
2014 hingga sekarang)

9. Bahrullah Akbar, Drs.(Anggota VII)

Anggota BPK periode 2009-2014 (Jilid 111)

1. Dr. H. Rizal Djalil (Ketua periode 28 April 2014 - 15 Oktober 2014)
2. Hasan Bisri, S.E., M.M. (Wakil Ketua)

3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota I1)

5. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota II)

6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota 1V)

7. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)

8. Bahrullah Akbar, Drs.(Anggota VII)

Anggota BPK periode 2014-2019

1. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota I)
2. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota II)
3. Harry Azhar Azis (Anggota Il1)

4. Achsanul Qosasi (Anggota 1V)


http://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Djalil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasan_Bisri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moermahadi_Soerja_Djanegara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Taufiequrachman_Ruki
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Agung_Firman_Sampurna&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Masykur_Musa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sapto_Amal_Damandari&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahrullah_Akbar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Djalil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moermahadi_Soerja_Djanegara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Harry_Azhar_Azis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Achsanul_Qosasi&action=edit&redlink=1
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5. Eddy Mulyadi Soepardi (Anggota V)

Dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 34, BPK RI dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK RI yang
terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan (Auditorat
Utama Keuangan Negara/AKN I-VII), unit pelaksana tugas penunjang,
perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK RI sesuai

dengan kebutuhan.

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada

bagian Auditorat Keuangan Negara Il, seksi Manajemen Internal AKN 11.B
(MIA AKN 11.B). Auditorat Keuangan Negara Il dikepalai oleh seorang
Auditor Utama (TorTama). Pada bagian ini berfungsi sebagai unit pelaksana
tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada BPK

melalui Anggota Il BPK.

Seluruh komponen bagian yang ada dalam struktur organisasi
dipimpin oleh kepala di tiap bagiannya, termasuk pada bagian praktikan
melaksanakan PKL yaitu pada Auditorat Keuangan Negara Il. Auditorat
Keuangan Negara Il memiliki tiga sub bagian yang terdiri dari Auditorat I1.A,
Auditorat 11.B dan Auditorat 11.C. Pada tiap sub terdapat bagian pengelolaan
manajemen khusus internal yang dinamakan Manajemen Intern Auditorat

Keuangan Negara.

Pada bagian MIA KN ini menjalankan fungsi sebagai pelayan dan

penyedia semua Yyang dibutuhkan auditor dalam prosedur dan kegiatan


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eddy_Mulyadi_Soepardi&action=edit&redlink=1

41

pemeriksaan akuntansi (audit) pada unit tertentu di setiap bagian. Adapun

Struktur dari Auditorat Keuangan Negara Il sebagai berikut.
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KEUANGAN NEGARA Il
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——
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Gambar 11.5 : Struktur Organisasi Auditorat Keuangan Negara Il

Sumber :http://www.bpk.go.id/page/struktur-organisasi
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Gambar 1.6 : Struktur Sub Manajemen Intern KN 11

Sumber : Data diiolah penulis


http://www.bpk.go.id/page/struktur-organisasi

42

C. Kegiatan Umum Organisasi

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD
1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan
keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan
kewenangannya)®.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI bertugas untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Pada saat melaksanakan tugasnya, BPK RI melaksanakan tugas berdasarkan
kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, BPK RI juga
berpegang pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun
2006 Pasal 6 ayat 1). Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI berwenang

untuk: (pasal 9-10)

Yhttp://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan


http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/DPD
http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
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Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta

menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh
setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang
milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata
usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-
perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran,
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara;

Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib
disampaikan kepada BPK RI;

Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi
dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan
dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara;

Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara;
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Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK RI

yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI;
Membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;
Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;

Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern
Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; dan

Menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara yang
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain
yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara,

BPK RI berwenang memantau:

a). Penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan
pejabat lain;

b). Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada
bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK RI;
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c). Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang
ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 39/K/I-VI11.3/7/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bab VIII Pasal
329, AKN I bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan

nasional.

PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN
HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

PENGELOLAAN
FUNGSI STRATEGIS

SS4
Meningkatkan Percepatan
Penetapan Tuntutan
Perbendaharaandan
Pemantauan Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara

SS2
Meningkatkan
Fungsi Manajemen
Pemeriksaan

SS3

Meningkatkan Mutu

Pemberian Pendapat
dan Pertimbangan

REFORMASI BIROKARSI BPK

SS10
Meningkatkan
Pemanfaatan

Anggaran

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KEUANGAN

Gambar 11.7 : Peta Strategi BPK RI

Sumber : http://bpk.qgo.id/page/sistem-manajemen-kinerja--simak-bpk-ri



http://bpk.go.id/page/sistem-manajemen-kinerja--simak-bpk-ri
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
330, AKN Il menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN Il dengan
mengidentifikasi  indikator kinerja utama berdasarkan rencana
implementasi rencana strategis BPK;

b. Perumusan rencana kegiatan AKN Il berdasarkan rencana aksi, serta
tugas dan fungsi AKN I,

c. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada
lingkup tugas AKN 11, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh
AKN Il maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang
meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu;

d. Pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN II;

e. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD
tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN 11,

f. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II, yang
dilaksanakan oleh pemeriksa BPK dan pemeriksa dari luar BPK yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

g. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas AKN I, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh

pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
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h. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN Il yang
mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada
instansi penegak hukum;

i. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup
tugas AKN II.

Berdasarkan Pasal 373, Sub Auditorat Manajemen Intern AKN 11
yang biasa disebut Subaud MIA KN II, mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan manajemen intern pada AKN Il. Fungsi Manajemen Internal
Auditorat (MIA) sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan BPK RI No.

39 adalah antara lain :

a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan dukungan administrasi

pemeriksaan;

b. Pengkompilasian laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian

negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;

c. Pengelolaan sarana prasarana pendukung pemeriksaan;

d. Pemantauan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di

luar BPK; dan

e. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan;
Pada Pelaksanaan kegiatan Layanan Administrasi Pemeriksaan di
dalam MIA AKN Il dibagi menjadi dua vyaitu pelaksanaan kegiatan
kesekretarian dan pelaksanaan dukungan administrasi pemeriksaan. Hal ini

diperlukan dalam persiapan berkas-berkas sebelum melakukan pemeriksaan
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ke lapangan. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung pelayanan
administrasi pemeriksaan, MIA AKN Il akan melakukan update mengenai
kelengkapan Database Entitas Pemeriksaan yang ada di Lingkungan AKN

Bagian Alur kerja pada sub bagian MIA KN Il — 2B mendapat
perintah langsung dari Auditorat Il B yang terdiri dari sub 11 B.1 dan 1l B.2.
Tugas yang diperoleh akan diberikan dan dikerjakan oleh tiap kepala seksi
Manajemen Intern KN Il berupa data administrasi dan kesekretariatan
meliputi surat tugas, nota dinas, SPJ, pembayaran Pajak Penghasilan, dan

lain-lain.



BAB Il

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Pada saat Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, nilai-nilai dasar seperti
Independensi, Integritas dan Profesionalisme sangat di tuntut oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan misinya. Pada kegiatan tersebut,
praktikan ditempatkan pada Bagian Auditorat Keuangan Negara Il Sub Bagian
Manajemen Intern AKN 11-2B. Bagian AKN 11 ini bertugas untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada bidang perekonomian
dan perencanaan pembangunan nasional. AKN Il melakukan kegiatan

pemeriksaan laporan keuangan pada beberapa entitas yaitu sebagai berikut:

1. Auditorat II.A dengan entitas pemeriksaan : Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan
Cukai.

2. Auditorat 11.B dengan entitas pemeriksaan : Departemen Keuangan dan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

3. Auditorat I1.C dengan entitas pemeriksaan : Badan Koordinasi Penanaman
Modal, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS), Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan,

49
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Badan Pusat Statistik, Badan Standarisasi Nasional, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, Bank Indonesia, Dirjen Industri Baja,
Penjamin Simpanan, PT Perusahaan Pengelola Aset, Kementrian Koperasi

dan UKM dan STAR SDP.

Dalam bagian Auditorat terdapat satu Manajemen Intern KN |1 yang
menyediakan dan mengelola semua kebutuhan seperti data administratif dan
kesekretariatann. Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab pada Sub

Bagian Manajemen Internal Auditorat, antara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan dukungan administrasi
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN Il meliputi surat penugasan
auditor, nota dinas, Surat Setoran Pajak, surat pencairan dana terkait
honor serta gaji auditor, surat perintah pemeriksaan, surat penyediaan
sarana dan prasarana untuk pemeriksaan dan sebagainya;

b. Pengkompilasian Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
AKN Il yang salah satu kegiatannya adalah peng-input-an data
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor ke dalam aplikasi
Sistem Pemeriksaan (SMP);

c. Pengkompilasian laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian
negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;

d. Pengelolaan sarana prasarana pendukung pemeriksaan meliputi

penyediaan semua perlengkapan selama pemeriksaan oleh auditor;
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e. Pemantauan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari
luar BPK;

f. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama
Keuangan Negara I,

g. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Auditorat I1.C.

Tugas-tugas tersebut berlaku pada setiap sub MIA KN Il yang
mengakomodasi tiap-tiap sub Auditorat. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan, Praktikan ditempatkan pada bagian MIA KN Il -2B. MIA KN
11-2B di pimpin oleh kepala seksi dan jabatan tersebut di duduki oleh Ibu
Lolita Setyawati sebagai kepala seksi di bagian tersebut. Seksi MIA KN
[1-2B ini menjalankan fungsi yang sama dengan Seksi MIA Il yang
lainnya yaitu mempersiapkan segala bentuk kebutuhan yang akan
digunakan oleh pemeriksaan oleh auditor terkait mulai dari tahap
penyiapan dokumen sampai dengan tahap pelaporan hasil pemeriksaan
dengan mengumpulkan bukti-bukti pemeriksaan.

Tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan selama
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain:

1. Membantu mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan surat
keluar dalam jurnal surat

2. Membantu membuat surat tugas dan lembar disposisi dengan
sistem SIMAR BPK RI

3. Menginput dan memeriksa tagihan hutang
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4. Menginput Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke dalam Sistem
Pemeriksaan (SMP) BPK
5. Membantu mengecek nota dinas auditor
6. Membantu input Surat Setoran Pajak (SSP) menggunakan mesin
ketik elektrik
7. Memilah dokumen transaksi, dan Memperbanyak dokumen.
Dalam menjalankan tugas yang telah di berikan oleh kepala seksi,
praktikan mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar walaupun
terkadang praktikan mengalami kesulitan pada saat menyelesaikan tugas
namun Kkesulitan tersebut dapat diatasi karenapraktikan mendapat

bimbingan dari pembimbing PKL.

B. Pelaksanaan Kerja

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan,
dimulai dari tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014.
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, dilaksanakan pada hari kerja sesuai dengan
hari kerja yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu hari Senin
sampai Hari Jum’at dengan jam kerja pukul 08.00wib — 17.00wib dan pukul
07.30wib — 16.00wib pada bulan Ramadhan.

Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan diberikan arahan
mengenai tata tertib dan peraturan yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan
terutama Tata terbid di Bagian Mia KN [1-2B. selanjutnya praktikan diberikan

informasi gambaran tentang Badan Pemeriksa Keuangan mulai dari struktur
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organisasi dan masing-masing tata kerjanya yang meliputi dari BPK RI secara
umum, unit pelaksana pemeriksaan hingga ke unit pembantu. Selain itu
praktikan juga diberikan bimbingan dan pemaparan terkait tugas dan
pekerjaan apa yang dilakukan selama masa Pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) serta pengenalan lingkungan kerja terutama pengenalan
dengan karyawannya.

Kemudian pada hari berikutnya, praktikan mulai diberikan beberapa
pekerjaan yang termasuk dalam tugas Sub Manajemen Intern Auditorat KN 11
yaitu sebagai berikut:

1. Mencatat transaksi dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar pada
MIA 2B
Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberi tugas untuk
mencatat secara manual transaksi surat yang masuk maupun surat yang
keluar berdasarkan bukti transaksi berupa surat terkait ke dalam jurnal
surat, setelah surat masuk dan surat keluar dicatat praktikan mengarsipkan
surat-surat tersebut dengan sistematis. Setiap transaksi surat dicatat sesuai
dengan tanggal terjadinya, maksud dan tujuan dari surat tersebut, asal
surat, tempat yang ditujukannya, dan tanda tangan sebagai bukti surat telah
diterima maupun dikirim kepada pihak yang bersangkutan. Transaksi
surat-surat tersebut diklasifikan sesuai dengan jenis suratnya yaitu surat
masuk dan surat keluar kemudian surat-surat yang masuk disimpan dalam
lemari surat yang tersedia. Sebelum surat masuk dan surat keluar di

arsipkan terlebih dahulu surat-surat tersebut di perbanyak/dicopy dan di
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scan lalu setelah di scan praktikan mengirimkan e-mail data yang discan
kepada pihak-pihak yang terkait. Surat masuk dan surat keluar di arsipkan
dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
Membantu Pembuatan surat Tugas dan lembar disposisi dengan
menggunakan sistem SIMAR BPK RI

Dalam melakukan pekerjaan ini, sebelumnya praktikan diberikan
contoh cara membuat surat tugas dan lembar disposisi. Setelah praktikan
mengerti dan paham, praktikan melakukan pengetikan surat dengan
menggunakan komputer dengan contoh yang diberikan sebelumnya dan
format surat yang telah disediakan pada sistem SIMAR. Pada sistem
SIMAR, sudah terdapat format surat sehingga memudahkan praktikan
dalam pembuatan surat tugas.

Setelah surat tugas selesai dibuat, surat tugas tersebut di print
bersamaan dengan lembar disposisi. Dan terkait dengan lembar disposisi,
praktikan melakukan pekerjaan dengan meminta tanda tangan kepada
kepala sub auditorat 2B untuk legalisasi surat yang dikeluarkan. Lembar
disposisi adalah lembaran yang berisi perintah sebagai respon atas surat
yang masuk, kemudian akan diteruskan ke bagian mana surat itu dikirim.

Dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan selalu diawasi oleh
karyawan lain (staf MIA KN 11-2B) dan diberi arahan agar sesuai dengan
ketentuan yang seharusnya sehingga meminimalisir kesalahan pada saat

mengerjakan tugas.
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3. Menginput dan memeriksa tagihan piutang
Dalam pekerjaan ini, praktikan melakukan pekerjaan dengan
menginput dan memeriksa tagihan piutang. Pada saat menginput tagihan
piutang, praktikan menginput dengan menggunakan Laptop pada
Microsoft excel. Pada Microsoft excel sudah terdapat format untuk
menginput tagihan piutang sehinggan praktikan dengan mudah
memasukan data tagihan piutang. Setelah selesai menginput tagihan
piutang, hasil pekerjaan yang praktikan lakukan, di periksa oleh karyawan
MIA KN I1I-2B apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.
Selanjutnya praktikan membantu karyawan MIA KN 11-2B memeriksa
tagihan piutang dari perusahaan lain atau instansi-instansi terkait.
4. Menginput data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke dalam aplikasi
Sistem Pemeriksaan (SMP) BPK RI
Dalam melakukan pekerjaan ini, praktikan menggunakan perangkat
komputer yang terakses oleh jaringan internet lokal. Pekerjaan ini
dilakukan dengan cara memasukkan data Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) suatu entitas oleh auditor berupa peng-input-an temuan-temuan
pada LHP Sistem Pengendalian Intern dan LHP Kepatuhan ke dalam
aplikasi Sistem Pemeriksaan BPK RI (SMP). Aplikasi ini menjalankan
fungsi sebagai pengelola seluruh data dan informasi manajemen
pemeriksaan maupun pelaksanaan pemeriksaan, dengan tujuan untuk
menciptakan standar kerja elektronik dengan menggunakan software serta

menciptakan intergrasi dengan sistem aplikasi yang lainnya.
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Awal melakukan pekerjaan ini, praktikan dijelaskan terlebih
dahulu cara-cara memasukan data LHP ke SMP selanjutnya praktikan
langsung mempraktikannya dengan pengawasan dari pembimbing PKL di
sub bagian MIA KN 11-2B. Ketika masuk ke dalam input LHP berupa
temuan-temuan yang ada, hal utama yang harus dilakukan adalah
memasukkan 1D dan password pengguna SMP pada kolom yang
disediakan. Lalu, klik log in dan secara otomatis akan langsung masuk ke
dalam akun pengguna sebagai input-ter data. Dalam tahap pemasukan data
ini menggunakan fitur SMP Pelaporan Pemeriksaan berupa aktivitas
merekam, mengedit, menghapus LHP, Temuan dan Rekomendasi, serta
menampilkan LHP yang ada di BPK berdasarkan keyword tertentu.
Membantu dalam pengecekan nota dinas auditor

Dalam pekerjaan ini, praktikan melakukan pengecekan nota dinas
auditor dengan cara membaca kembali apa yang telah ditulis telah sesuai
dengan tujuan pembuatan nota dinas itu atau belum. Dan termasuk dalam
pengecekan nama-nama auditor yang ditugaskan dalam tugas pemeriksaan
laporan keuangan entitas. Selain melakukan pengecekan nota dinas,
praktikan juga membantu karyawan MIA KN [1-2B untuk membuat nota
dinas dan mendistributorkan nota dinas tersebut kepada auditor yang di

tugaskan dalam pemeriksaan laporan keuangan entitas.
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6. Membantu menginput Surat Setoran Pajak (SSP) menggunakan mesin
ketik elektronik
Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberikan tugas
untuk memasukkan data objek pajak yang akan melakukan pembayaran
pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dengan diawasi oleh pembimbing
PKL dari MIA KN 11-2B. Data yang dimasukkan adalah jumlah yang telah
diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku
pada tiap penerimaan gaji maupun honor auditor setelah kegiatan
pemeriksaan. Dalam memasukan data objek pajak ini, praktikan
menggunakan mesin ketik elektronik terbaru sehingga memudahkan
praktikan pada saat menginput Surat Setoran Pajak (SSP).
7. Memilah dokumen dan memperbanyak dokumen
Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan membantu memilah
dokumen-dokumen yang ada untuk diinput dan diarsipkan. Selain itu,
praktikan juga melakukan pekerjaan memperbanyak dokumen dengan
meng-copy dokumen yang diperlukan. Pada awal melaksankan Praktik
Kerja Lapangan, Praktikan diajarkan cara melakukan memperbanyak
dokumen dengan memfotocopy dan menscan dokumen menggunakan

mesin fotocopy-an.

C. Kendala yang Dihadapi

Selama satu bulan praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja

Lapangan (PKL) di instansi Pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan
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Republik Indonesia, praktikan menyadari bahwa adanya beberapa kendala
yang praktikan alami yang muncul dari internal instansi maupun dari dalam
diri praktikan sehingga sedikit menghambat praktikan dalam melaksanakan
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kendala-kendala yang praktikan
alami yaitu berupa:

1. Motivasi dan semangat praktikan dalam menjalani Praktik Kerja
Lapangan mengalami peningkatan dan penurunan.

2. Praktikan merasa sedikit canggung pada saat bekerja dengan pegawai
instansi pemerintah karena mereka merupakan karyawan yang telah
berpengalaman dan handal di bidangnya sehingga praktikan merasa
takut melakukan kesalahan dan karena lingkungan kerja yang baru juga
bagi praktikan.

3. Praktikan merasa sulit pada saat menginput data SSP karena kertas SSP
yang terlalu tipis sehingga membuat tulisan maupun angka nominal
kurang jelas dan rentan rusak.

4. Praktikan merasa kesulitan pada saat menginput rincian anggaran biaya
atau kertas kerja karena terlalu banyak data yang harus dihitung dan
membuat praktikan bingung.

5. Praktikan merasa sulit pada saat melakukan distribusi nota dinas kepada
auditor karena perbedaan gedung dan belum mengenal dan hafal secara
menyeluruh karyawan yang bekerja di bagian AKN Il dan ruangan dari

karyawan tersebut.
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D. Cara Mengatasi Kendala

Dalam menghadapi kendala yang tersebut, maka cara-cara yang
praktikan lakukan untuk mengatasi nya, adalah sebagai berikut:

1. Motivasi merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan
mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan atau goal-directed
behaviour?. Rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak,
tidak hanya menerima tetapi mencari tanggung kawab dan ada
kemampuan besar dalam kecedikan, kualitas dan daya imajinasi untuk
memecahkan masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada
seluruh pegawai®Oleh sebab itu, praktikan berusaha untuk selalu
bersemangat dan termotivasi dalam menjalani kegiatan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) agar tujuan dari PKL dapat tercapai dan tugas-tugas
yang diberikan oleh pembimbing PKL dapat terselesaikan tempat pada
waktunya serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.

2. Praktikan berusaha melakukan pendekatan kepada karyawan Sub Bagian
Manajemen Intern Auditorat KN 1I-2B. Praktikan berusaha aktif
berinteraksi dengan mereka, seperti banyak bertanya mengenai kegiatan
instansi terutama yang berkaitan dengan akuntansi, struktur organisasi,
serta sistem tata kerja nya sehingga suasana dapat mencair, karena

komunikasi antar pribadi dipandang sebagai cara dasar untuk

2 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal 37
* http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/teori-motivasi-maslow-mcclelland.html
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memengaruhi perubahan perilaku, dan yang mempersatukan proses
psikologis®.

3. Praktikan lebih berhati-hati dan teliti dalam menginput SSP serta banyak
bertanya kepada pembimbing PKL bagaimana cara menginput SSP yang
baik dengan menggunakan mesin ketik elektronik, sehingga dapat
mengurangi risiko terjadinya salah input.

4. Praktikan meminta bantuan kepada staf untuk memberikan bimbingan dan
pengarahan dalam proses penginputan laporan rincian anggaran biaya
tersebut.

5. Praktikan berusaha aktif untuk bertanya kepada karyawan untuk
memberitahu kepada praktikan dimana tempat/ruangan auditor lain yang

harus mendapatkan surat tugas.

# Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya (Jakarta: Rajawali Pers., 2009) hal.190



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu bentuk pendidikan dengan
cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi
dengan tugas langsung di lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan
instansi pemerintas setempat. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakah suatu
program yang digunakan oleh perguruan tinggi agar mahasiswa dapat
memiliki gambaran yang lebih nyata tentang dunia kerja setelah mendapatkan
segala materi dan teori pembelajaran dalam kegiatan perkuliahan serta
mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan
disiplin dan pengembangan karier. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL)
juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu
yang telah diperoleh di kampus. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu
wujud relevansi antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan
praktik yang ditemui baik dalam dunia usaha swasta maupun pemerintah.

Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan harus sesuai
dengan program studi dan bidang konsentrasi mahasiswa. Dengan adanya
Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat lebih mengenal dan mengetahui

dunia kerja secara nyata sehingga pengetahuan praktikan akan dunia kerja
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menjadi bertambah luas serta praktikan mendapatkan pengalaman dan ilmu
yang tidak diperoleh pada saat kegiatan perkuliahan.

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Sub Bagian
Manajemen Intern Auditorat 11-2B, Bagian Auditorat Keuangan Negara 11, ,
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang beralamatkan di Jalan
Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat 10210. Pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) berlangsung selama satu bulan terhitung sejak tanggal 10
Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014, dengan lima hari kerja yaitu
hari Senin - Jum’at, yaitu mulai pukul 08.00 — 17.00 WIB dan pukul 07.30 —
15.30 WIB (pada bulan ramadhan).

Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, praktikan
dapat mengetahui penerapan akuntansi di lingkungan pemerintahan secara
nyata terutama dalam bidang pemeriksaan akuntansi (pengauditan). Kegiatan
yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) antara lain: membantu mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan
surat keluar dalam jurnal surat, membantu membuat surat tugas dan lembar
disposisi dengan sistem SIMAR BPK RI, menginput dan memeriksa tagihan
hutang, menginput Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke dalam Sistem
Pemeriksaan (SMP) BPK, membantu mengecek nota dinas auditor, membantu
input Surat Setoran Pajak (SSP) menggunakan mesin ketik elektri, Memilah
dokumen transaksi, dan Memperbanyak dokumen.

Salah satu penerapan akuntansi dibidang pemeriksaan akuntansi yang

praktikan dapatkan adalah praktikan dapat memahami praktik kegiatan dalam
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menginput Surat Setoran Pajak (SSP) dan menginput data LHP (Laporan Hasil
Pemeriksaan) oleh BPK serta praktikan lebih memahami dalam penghitungan
tagihan piutang pada suatu entitas secara nyata.

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL),
praktikan mendapat informasi tentang jobdesc pekerjaan dan bimbingan dari
pembimbing PKL yang merupakan salah satu karyawan dari Sub MIA KN II-
2B sehingga dapat memudahkan praktikan dalam melakukan pekerjaan yang
diberikan. Kendala-kendala yang timbul saat melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan telah dialami oleh praktikan, namun semua kendala dapat ditangani
sehingga pekerjaan yang dilakukan praktikan dapat terselesaikan tepat waktu.
Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pemeriksa
Keuangan, kedisiplinan, kemandirian, dan kejujuran serta profesionalisme
sangat dibutuhkan karena keempat hal tersebut merupakan bagian dari nilai-
nilai dasar yang terkandung dalam Badan Pemeriksa Keuangan untuk

menjalankan tugasnya.

. Saran

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pemeriksa Keuangan, maka
praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian
hari agar pelaksanaan PKL yang jauh lebih baik lagi bagi semua pihak.
Adapun saran yang diberikan praktikan ialah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL



a.
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Mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan segala hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan PKL, mulai dari mencari tempat PKL
hingga berkonsultasi dengan dosen atau penasihat akademik, sehingga
tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Mahasiswa sebaiknya melakukan survei kepada tempat PKL yang
dituju sebelum membuat surat permohonan izin PKL, untuk
memastikan tempat PKL yang dipilih benar-benar sesuai dengan
bidang konsentrasi nya sehingga dapat memudahkan dalam
penyusunan laporan PKL.

Mahasiswa hendaknya senantiasa meningkatkan kemampuan diri
khususnya untuk bidang pekerjaan PKL yang dijalani, sehingga dapat
memudahkan dalam menjalankan pekerjaan di tempat PKL.
Mahasiswa hendaknya dapat bersosialisasi dan menciptakan
hubungan yang baik dengan karyawan tempat PKL, serta selalu
mengikuti peraturan yang berlaku di tempat PKL, sehingga dapat
menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas

Ekonomi.

2. Bagi Perguruan Tinggi

a.

Pihak Perguruan Tinggi sebaiknya memberikan pelatihan dan
bimbingan secara rutin kepada mahasiswa yang akan melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga praktikan dapat lebih
menguasai materi tentang Praktik Kerja Lapangan dan terampil

dalam menjalankan pekerjaan di tempat PKL.
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Pihak Perguruan tinggi dan pihak Instansi/Perusahaan menjalin
hubungan yang baik dengan lebih berkomunikasi dan mengunjungi
tempat PKL pada saat praktikan melaksanakan kegiatan PKL
sehingga kerjasama antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan
lancar dan pihak perguruan tingi dapat memantau kegiatan praktikan
secara langsung saat menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan

(PKL).

3. Bagi Instansi/ Perusahaan

a.

Pihak instansi/perusahaan diharapkan dapat lebih memberikan
bimbingan dan pengarahan terhadap praktikan, sehingga praktikan
mendapat gambaran yang jelas mengenai pekerjaan yang akan

dilakukan khususnya pekerjaan di bidang akuntansi.

Pihak instansi/perusahaan diharapkan dapat lebih peduli dan
memperhatikan praktikan yang sedang melakukan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) dengan memberikan bimbingan rutin kepada
praktikan sehingga tujuan praktikan dan intansi/ perusahaan dapat
tercapai dengan baik.

Pihak instansi/perusahan diharapkan lebih mengutamakan memberi
pekerjaan kepada praktikan sesuai dengan bidang yang dikuasai oleh

praktikan yaitu bidang akuntansi.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Pelaksanaan Paktek Kerja Lapangan (PKL)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kanpas Univessitea Negeed Jakarta, Jaba Rawamrangun Moka, fakerts 11210
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Yih. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Luar Negeri
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JI. Jenderal Gatot Subrato, Kav.31, Jakarta Pusat 10210
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Lampiran 2 Surat Persetujuan Pelaksanaan Paktek Kerja Lapangan (PKL)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI
Jua Closct Subecea Noraor 31 Jabwts Puset 10610, Tebopoo 221 28545000 Posewnt 1152 Suloerziz 021 57913158

Nomor (28 /5/X.2/05/2014 Jakarta, 4  Nel 2014
Hal : Tanggapan Atas Permohonan ljin Praktek Kerja
Lapangan

Yth, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahaslswaan
Universitas Neger? Jakarta
di

Jakarta

Menjawab surat darl Kepala Biro Administrasi Akademiz dan Kemahasiswaan Universitas
Negeri Jakarta Nomor: 1853/UN39 12/KM /2014 tanggal 7 April 2014 mengenai permohonan
ijin praktek kerja lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ekanomi Administrasi
atas nama: Ririn Aprilia, NIM: 81051232590, Ervina Damayanti, NIM: 8105123260 dan indah
Lestari, NIM: 81051123269, dangan ol kami sampaikan bahwa yanrg bessangkutan dapat kami
terima untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di unit kerjs Auditorat Keuangan Negara |1
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI| pada bulan Juni 2014,

Damikian tanggapan kamil, Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasth.

Tembusan °
Sekretaris Jenderal BPX RI.
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Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan
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Lampiran 4 Rincian Tugas Pelaksanaan Paktek Kerja Lapangan (PKL)

No.

Hari ,Tanggal

Keterangan

Pembimbing

1.

Selasa, 10 Juni 2014

» Pengarahan dan bimbingan dari

kepala seksi Manajemen Intern
Auditorat Keuangan Negara I1.B
Perkenalan dengan semua
karyawan  Manajemen Intern
Auditorat Keuangan Negara 11.B
Penjelasan mengenai tugas dari
Manajemen  Intern  Auditorat
Keuangan Negara |1.B

Ibu Lolita

Penjelasan ~ Mengeni  sistem
administrasi surat dengan
meggunakan software  Sistem
Manajemen Arsip (SIMAR) BPK
RI

Penjelasan mengenai cara
menginput surat masuk dan
membuat lembar disposisi dengan
SIMAR

Ibu Inggar

11 Juni 2014

Menginput surat masuk
Manajemen  Intern  Auditorat
Keuangan Negara Il.B pada
sofware SIMAR BPK RI
Membuat Nota Dinas dalam
software SIMAR BPK RI

Ibu Inggar
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Kamis, 12 Juni 2014

Membantu membuat surat Tugas

Bapak Baim

Membantu memilah dokumen
tagihan hutang dari hotel mulia

Ibu Ayu

Menginput surat masuk
Manajemen Intern  Auditorat
Keuangan Negara I1.B pada
sofware SIMAR BPK RI
Memperbanyak dokumen Nota
Dinas dan SP2P

Ibu Inggar

Jum’at, 13 Juni 2014

Membantu  Membuat  Daftar
Honorarium narasumber
Membantu  merekap  invoice
Grand sahid jaya

Membantu memeriksa
Pemeriksaan non prioritas

Ibu Febri

Senin, 16 Juni 2014

Membantu mengerjakan Rincian
Biaya Pemeriksaan

Membantu  membuat  biaya
operasional pemeriksaan
Auditorat 11.B

Membantu membuat SPJ
penerimaan uang kegiatan
pemeriksaan

Membantu  membuat  Biaya
Operasional Pemeriksaan

Ibu Febri

Membantu  menginput  data
karyawan MIA AKN II.A, B, dan
C

Membantu memperbanyak
dokumen

Ibu Ayu
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Selasa, 17 Juni 2014

Menginput rincian biaya
pemeriksaan

Membantu mendata karyawan
MIA AKN I1.B.2 dan 11.B.1 yang
mengikuti PKU

Membantu memeriksa Sumber
Daya Mineral di Jakarta

Ibu Inggar

Membantu membuat surat tugas
danmendistributorkan ke
karyawan MIA AKN II

Ibu Febri

Rabu, 18 Juni 2014

Menginput Surat Masuk dalam
software SIMAR BPK RI
Memperbanyak dokumen
Membantu mendata SP2P
Membantu menghitung Daftar
Penerimaan Biaya ATK
Pemeriksaan

Ibu Inggar

Kamis, 19 Juni 2014

Membuat surat tugas
Mendistributorkan surat dinas ke
bagian SDM

Mengarsipkan surat masuk
Membantu membuat kwitansi

Bapak Baim

Jum’at, 20 Juni 2014

Sakit

10.

Senin, 23 Juni 2014

Membantu  menginput  surat
masuk

Mendistributorkan laporan
keuangan ke biro keuangan
Mendata absensi karyawan
Membuat nota dinas

Ibu Inggar

11.

Selasa, 24 Juni 2014

Membantu  menghinput  surat
masuk

Membuat lembar disposisi
Membantu memperbanyak
dokumen

Ibu Inggar

12.

Rabu, 25 Juni 2014

Membantu  merevisi  laporan
keuangan

Membantu  mendata  tagihan
piutang hotel mulia

Ibu Ayu
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13. | Kamis, 26 Juni 2014 | > Membantu memperbanyak
laporan keuangan
» Menginput surat masuk
» Membuat nota dinas lbu Inggar
14. | Jum’at, 27 Juni 2014 | » Membantu mendata daftar nama
pegawai dan jumlah buku yang
akan di bagikan )
» Membantu memeriksa daftar lbu Febri
honorarium narasumber
» Membantu  merevisi  laporan
keuangan
» Membantu mengisi surat setoran
pajak dengan mesin ketik elektrik
15. | Senin, 30 Juni 2014 | » Membantu mengisi Surat Setoran | Bapak Baim
Pajak dengan Mesin  keik
Elektronik
» Menginput Surat Masuk dan Ibu Inggar
Keluar dalam software SIMAR
BPK RI
16. | Selasa, 1 Juli 2014 » Menginput surat masuk dan
keluar dalam jurnal surat Ibu Inggar
» Menginput Surat Masuk dan
Keluar dalam software SIMAR
BPK RI
17. | Rabu, 2 Juli 2014 » Membantu mendata surat tugas
» Membantu menomorkan SP2P
» Membantu memeriksa dokumen
sp3 Ibu Inggar
18. | Kamis, 3 Juli 2014 » Membantu memeriksa kebenaran
laporan keuangan
» Membantu mengarsipkan surat
masuk dan surat keluar lbu Ayu
19. | Jum’at, 4 Juli 2014 » Membantu mendata SPBJ, SP2P Ibu Ayu

dan laporan keuangan
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20. | Senin, 7 Juli 2014 » Mengarsipkan SP2P
» Membuat Laporan Keuangan
» Memperbanyak laporan keuangan
» Mendistributorkan laporan lbu Inggar
keuangan ke biro keuangan dan
biro perbendaharaan
» Mendistributorkan SP2P ke biro
SDM
» Mendistributorkan nota dinas ke
Tortama
» Membuat surat keluar dan lembar
disposisi
21. | Selasa, 8 Juli 2014 » Membantu mencatat surat masuk
ke dalam jurnal surat
» Memperbanyak dokumen SP2P
» Mendistributorkan nota dinas ke lbu Inggar
Biro keuangan dan biro psmk
» Membantu mengambil slip gaji di
bagian sdm
» Membantu memeriksa tagihan
piutang
22. | Rabu, 9 Juli 2014 LIBUR PEMILU
23. | Kamis, 10 Juli 2014 | » Menomorkan SP2P
» Membuat nota dinA
» Mendistributorkan SPBJ ke biro
keuangan lbu Ayu
24. | Jum’at, 11 Juli 2014 | » Membantu  merevisi  laporan
keuangan Ibu Ayu
» Mengantarkan laporan keuangan
ke biro keuangan
» Memperbanyak nota dinas
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Lampiran 5 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan
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Lampiran 6 Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan




Lampiran 7 Struktur Organisasi AKN 11

BAGAN STRUKTUR ORGANISASLAKN I

Tortama KN 1T

Slamct Kurniswan
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Lampiran 8 Alur Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Ps.23E. 23F . 23G
UUD 1945

4

UU No.17/2003
UU No. 1/2004

»| Renstra

UU No. 15/2004 BPK RKT
UU No. 15/2006
Pengolahan
P"”gf“’ Pelaks. Rik LHP LHPPTL DPD
S
Pemernntah/
hstansi yang
o diperiksa 16




Lampiran 9 Contoh Rincian Anggaran Biaya atau Kertas Kerja




Lampiran 10 Contoh Lembar Disposisi
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Create External Data Database Tools
% cut % o = New X Total Bhe R e = -
a Copy no YoAdvanced~ =4 gHsae ‘S speliing = GoTo~
Vi Paste Refresh aby by
T P S Fomat A it W Toggle Fitter | A= X Delete v B Iy seect- | B Z U[A =
views | Clipboard . Sort & Filter Records Find Text Formatting
| » || & sisTEmmaNAGEMEN ARSIP AKN T | &2 Form-Disposisi-A | x
e 3
LEMBAR DISPOSISI
Auditama Keuangan Negara II 8
Tanggal Masuk : 19 Juni 2014
Kode 819/SMIIB/  19/06/2014
Perihal Surat Usulan Peserta Workshop Pemeriksaan Keuangan Berbasis Akrual
@
2
£
<
2
s
)
5
H
z
Nomor Surat 30/ND/XV.2.2/06/2014
Tanggal Surat 18/06/2014
Asal Surat Kepala Sub Auditorat I1.8.2
DITERUSKAN KEPADA : Instruksi / Informasi Paraf
Record: 4 4 B1of811 > M ¥ Filter | Search

Create

4 811 01811

=

Create

Home

[ET ¥ cut
2 4 Copy

View | o "

Views Clipboard =

External Data

Database Toals

5> || (A SISTEM MANAGEMEN ARSIP AKNII | (&) Form-Disposisi-A |

i tng € Selet P e
% Descer Toacvanced~ | '] wBsae % speiing = GoTo -
; 7 Toggte Fiter | A" X Detete - "4 R sear| B <
Sort & Filter Records Find
LEMBAR DISPOSISI
Auditama Keuangan Negara I
Tanggal Masuk  : 19 Juni 2014
Kode 819/SMIB/  19/06/2014

Text Formatting

Kasub Auditorat 11 B.2
Kasub Auditorat 11 C.1

Kasub Audif

rat 11 C.2

Kasub Auditorat 11 C.3

Navigation Pane

(8 Kasub MIA KN It
@ Lainnya:

= (o)

Record: 14 4 81101811 > M »

Catatan _:

1) (2] [

Search

el |

10:00

10:01
19/06/2014

/06/2014
3

Home EdemalData  Database Tools &
% cut | ding ¢ tion 3 - New b> 5 T e g =
4a copy %l ; Vo Advanced ~ = ol Save 7 Spelling -» GoTo~
i f s a . 0
; RUIE" X oetete - M st | B4 U A H !
Records Find Text Formatting
- z
N
A2
LEMBAR DISPOSISI
Auditama Keuangan Negara II
Tanggal Masuk 19 Juni 2014
Kode 819/SM1IB/  19/06/2014
DITERUSKAN KEPADA : Instruksi / Informasi Paraf
-3
&
€
«s Kepala Auditorat It A
i’ Kepala Auditorat 1l B
Kepala Auditorat 11 C
Kasub Auditorat Il A.1
Kasub Auditorat Il A.2
W Kasub Auditorat Il B.1
@ Kasub Auditorat Il B.2
@ Kasub Auditorat Il C.1
IE:] g
] [ e (o] [ !
Record: 10

X
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Lampiran 11 Contoh Data Surat Masuk

(Al ™ G
File Home | Creste  ExternalData  DatabaseTools @
== == 4 Cut Y 41 Ascending 2 Selection - "’ =i New X Totals ¢ Replace .

- 23 Copy %] Descending ¥ Advanced - ‘ é save % spelling = GoTo~
View | Pt mstpanter | A Remoue Sort P Toggle Fiter | g X petete + S miore - | 0 [y seear | B 7 L[ A b
Views | Clipboard Sort & Filter Records nd Text Formatting

& T -
@ Data Surat Masuk v

DATA SURAT MASUK DATA MIA |

Kode il TanggslMasuk [ [YGPOEE A
Nomor Surat i [s03/ND/xv.3/12/2013 PenerimaSurat

Tanggal Surat : |0z/(u/2014 '

~]

% Perihal Surat *  |Permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan Interim LKPP,
£ LKKL, dan LKBUN Tahun 2013 vangMendisposisi: [ |
<
2 Catatan H
3
2
H
H
3
Asal Surat Kepala Auditorat I1.C selaku Ketua Tim Pengkaji
Attachment/Lampiran:

Deadline

falled (&)

Record: 4+ 101811 | » » % | %K Unfiltered | Searen
& e o 0:0
i 5
i 9/06/20
1S C=ralx
File Home | Creste  ExternalData  DatabaseTools > @
= = ¥ cut 41 ascending €z selection ~ H_@ =iNew X Totale m 4, Replace .
== &l 3 Copy %) Descending Y Advanced ~ Hsave % Spelling = GoTo~
view | Paste Filter Ref Find E
& Format Painter 45 Remove Sort W Toggle Filter Mv X Delete ~ B More BIU|A-®-8

Views | Clipboard Sort & Filter Records Text Formatting

BG T Y = _____________________________________________________ ]

Data Surat Keluar

RI

jation Pane

]
D : |
Nomor Surat  |o6/s/xv/01/2013 |
Tanggal Surat : |15/01/2013 ‘
Ditujukan Kepada  : |Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada DJPB Kementerian Keuangan Rl ‘
Perihal Laporan Hasil il LKPP/LKKL Tahun Anggaran 2011 pada Badan Pemeriksa ‘

Attachment/Lampiran :

e [

Record: M 4 60f6 P M b G No Filier | Search
00
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Lampiran 13 Contoh Rekap Surat Masuk dan Surat Keluar

Creaste  ExternalData  Database Tools

g 3 ¥ cut Y 41 Ascending 2 Selection - =i New X Totals 2, Replace Catior T = .
23 Copy . %) Descending Yo Advanced - =Hsave W spelling = GoTo~
View Pt mstpanter | A Remoue Sort P Toggle Fiter | g X petete + Smore | 0 [y seea- | B 7 U A G- ==\ =
Views Clipboard B Sort & Filter Records Fin Text Formatting 5
[ @ Y=
|| DM - Tanggalm - Nomor Surat - | Tanggal St + Asal Surat Perihal Surat
| A 02/01/2014 503/ND/xv.3/12/2013 02/01/2014 Kepala Auditerat I1.C selaku Ketua Tim Pengkaji Permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan Interim LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun (o)
| 2 02/01/2014 557/ND/XV/12/2013 31/12/2013 Tortama KN Il Penyampaian Kerangka Acuan Kerja Pemeriksaan atas LK BA Investasi Pemeril (o)
| | 3 03/01/2014 02/ND/XI11.1/01/2014 02/01/2014 Kepala Direktorat PSMK Selaku Ketua Tim Pemil Penilaian Satker Terbaik Tahun 2013 (o)
|| 4 03/01/2014 01/ND/XV/01/2014 02/01/2014 Tortama KN Il Permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan Interim LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun o)
|| 5 06/01/2014 07/ND/X.2/01/2014 06/01/2014 Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Undangan Rapat Persiapan Workshop dan Secondment antara BPK Rl dengan ¢ o)
| 8 02/05/2014 $-427 .1/SES.M.EKON/12/2013 27/12/2013 Sekret: i Bidang Per. ian Jawaban atas Kensep Laperan Hasil Pemeriksaan atas Efektivita (o)
| | 9 06/01/2014 11/ND/X.2/01/2014 06/01/2014 Kepala Biro Humas dan Luar Negeri ian Laporan il Kegiatan i Kerj U]
| | 10 06/01/2014 2/ND/XX.4.4/1/2014 06/01/2014 Kasubaud. MI AKN VII Konfirmasi Usulan Peserta Workshop dan Diklat Persiapan Pemeriksaan atas L Gjo)
| | 11 06/01/2014 5/ND/%V.1/01/2014 06/01/2014 Kepala Auditorat ILA Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Auditorat I1.A o)
| | 12 08/01/2014 S-1150/1P/2013 31/12/2013 Kepala Pusat Investasi J Dokumen \g Tindak Lanjut atas Hasil Kine (o)
oll | 12 07/01/2014 S-6 /PB.6/2014 02/01/2014 DJPB Kementerian Keuangan Jadwal il BPK atas LKPP Tahun 2013 U]
E | | 14 08/01/2014 UND- 02/KF.5/2014 07/01/2014 Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal-Badan Kebijakal Undangan Rapat (o)
sl 15 08/01/2014 13/ND/XV.3/01/2014 08/01/2014 Kepala Auditorat I1.C selaku Ketua Tim Pengkaji Permintaan Pemaparan Gabungan Laporan Hasil Pemeriksaan Interim LKPP, Lt jo)
%|| | 16 08/01/2014 08/ND/xIL.1/01/2014 07/01/2014 Kepala Direktorat PSMK Penyampaian Buku Pedoman Ketentuan Pelaksanaan Standar Biaya Keluaran o)
-E‘ | | 17 09/01/2014 1I/ND/X/01/2014 07/01/2014 Sekretaris Jenderal Peserta Center Pejabat Fungsit iksa dan P (o)
2 | 18 09/01/2014 UND- 4/KF.5/2014 09/01/2014 Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal-Badan Kebijaka Ralat Undangan Rapat o)
| | 19 09/01/2014 13/ND/XV/01/2014 08/01/2014 Tortama KN Il Undangan Pemaparan/Fasilitator/mengikuti Workshop Persiapan Pemeriksaa U]
| | 20 09/01/2014 19/ND/XV/01/2014 08/01/2014 Tortama KN Il Undangan Pemaparan Hasil Pemeriksaan Interim LKPP, LKKL, dan LKBUN pada (o)
| | 21 03/01/2014 03/ND/XV.2.2/01/2014 03/01/2014 Kepala Sub Auditorat I1.5.2 Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegis (o)
| | 22 09/01/2014 01/ND/XV.2.1/01/2014 09/01/2014 Kepala Sub Auditorat 11.B.1 Pengajuan DUPAK Semester Il 2013 dan Kenaikan Pangkat dari lll/b ke lll/c a.n (o)
| | 23 09/01/2014 10/ND/XVI1.2/01/2014 08/01/2014 Ketua Bidang Olahraga dan Seni Penyampaian Undangan dan Pendaftaran Funbike-BPK Bersepeda
| | 24 09/01/2014 15/Und/HUT-LXVII/01/2014 09/01/2014 Ketua Umum Panitia HUT ke-67 BPK RI Undangan Pertandingan Futsal Eksekutif HUT ke-67 BPK RI
| | 25 10/01/2014 495/ND/X1/12/2013 31/12/2013 Inspektorat Utama Tindak Lanjut at: i Hasil u
| | 26 10/01/2014 15/ND/XILI/1/2014 09/01/2014 Kepala Direktorat PSMK Pemberitahaun Pelaksanaan Forum Inputer IKU Semester |l Tahun 2013
|| 27 10/01/2014 28/ND/XI1.4/01/2014 10/01/2014 Kepala Pusat Penddidikan dan Pelatihan Kkonfirmasi nama LO Diklat Semester 1 TA 2014
| 28 10/01/2014 04/ND/XV.2.2/01/2014 10/01/2014 Kepala Sub Auditorat I1.B. Permintaaan Pendapat Hukum kepada Binbangkum atas Kasus Pembangunan =
Record: 4 1of&11 ¥ ¥ b | 9 Unfittered | Search £l m S o o o]

Lampiran 14 Contoh Nota Dinas
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Lampiran 15 Contoh Kwitansi

Insert  Pagelayout  Formulas  Data  Review  View

:;E:;yv Khmer UL 9 AN = % - IE‘Aanme General - w @ %- @‘ @ é:‘“‘tjsumv ﬁr ﬁ
" gremene| B N0 O A EEE EE Fuwecnr 8% 0 4 TG G T G
Ciipboard 5 Font 5 Alignment " Number " sytes cens Editing

\ K13 - C £

Al A] B [c] o [E] F e v [ 0 T x L M [ n [ o

1
2|
3 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN No
T4 |
T Pejabat Penguji Tagihan/ SUDAH TERIMA DARI Athika Febrianni
T Penandatanganan SPM BANYAKNYA UANG Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
7|
E UNTUK PEMBAYARAN Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas atas Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

9 R Edy Susila Keuangan Bagian Anggaran Tr; i Khusus (BA 999.89) Tahun 2013 dalam rangka

10 NIP. 196806171995031001 ‘ahun 2013 pada Kementerian Keuangan dan SKK Migas Kementerian
o iya Mineral di Jakarta berdasarkan ST No. 29/ST/IV-XV/022014 tanggal 24

1 B
? Jakarta , 2014
13| Yang Menerima
14|
15| ]
o i
? F. Susiminarto Dwi Atmi, SE.Ak
T18| JUMLAH : Rp 5.565.000,00 NIP. 197101281996032003

Kuitansi Operasional
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Lampiran 16 Contoh Daftar Honorarium




Lampiran

Insert
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17 Contoh Daftar Penerimaan Biaya ATK Pemeriksaan

Pagelayout  Formulas  Data  Review  View

# Cut

e Khmer U MERERIY W % B SiwnpTet General - % ﬁ H %- Q‘ @ 5':“(”5“'”' ﬂ [ﬁ
opy il -
P e B 4 LD cAr EEE megeaCenter~ | EF- % v | | O e s T Qe it T
[ G37 v £|

4 Al ¢ o E F G H

1 DAFTAR PENERIMAAN BIAYA ATK PEMERIKSAAN

2|

3 |No. Surat Tugas 25/ST/IV-XV/02/2014

" 4 |Tanggal Surat Tugas 24 Februari 2014

5 |No.sPPD JPS/BPK-RI/XV.2/02/2014

6 |

7 [ No. Uraian Tarif SBK Jumiah Yang Diterima
g [ A |Diterima

9| [ Allt Tulis Kantor Re 2625000 | Rp 2625000
10|

11| B |Remlisasi

12| At Tulis Kantor

EE] Kuitansi 1 551900

14| Kuitansi 2 199.000

15| Kuitansi 3 73000

16| Kuitansi 4 204,500
17| Kuitansi 5 158,500
13| Kuitansi 6 L 85000

13 Kuitansi 7 #1000
20| Kuitansi 8 | see3w0
o Kuitansi 5 125000
23| Kuitansi 10 80,000
23| Kuitansi 11 30000
oa | Kuitansi 12 110,000
s | Kuitansi 13 30000
26| Kuitansi 14 42150
271 Kuitansi 1 Ro £4.500

W 4 » M| Rincian , Rekap PD .~ KuitansiPD | ATK . KuftansiOp UK ~UKPT , Rekap Op ./BP . t3

Ready | Scoll Lock

Inset  Pagelayout  Formuias  Data  Review  View
s ;;E::,yv omer U1 o AN = o | B General U R A ;:‘jﬂw 5( #
P | 2 7 2D S0 A s o S St g G e s SO gt pan
Clipboard & Font E Alignment & Number & Styles ‘ Cells ‘ Editing
I €27 - £ |
4 a | B [ e D 3 [ F [ G
7 Kelima
8|
9| DAFTAR KUMPULAN BIAYA PERJALANAN DINAS
10| AUDITORAT LB
‘1|
1| BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
13 g, DARIJAKARTA KE JAKARTA 4
E ) P W N |
) re— - A1 |
16 |LUNAS DIBAYAR Wl W W | |
7| A4
18 |Bendaharawan
13 No Nama Jumlah Hari] __ Diterima Realisasi Selisih Keterangan
| 1 Biaya Pemeriksaan Melaksanakan SPD PPK
22| 1 Athika Febrianni 73 |Rp 29.017.50000 | Rp 29.017.500.00 | Rp | 24 Februari s.d. 13 Juni 2014
ES Beni supriyanto 73 |Rp 29017.50000 | Rp 29.017.500,00 | Rp | 24 Februari s.d. 13 Juni 2014
E7 E] Dhimas Agusternary 50 |Rp 29.017.500,00 | Rp 23.452.500,00 | Rp 5.565.000,00
26 Jumlah Rp 87.052.500,00 | Rp81.487.500,00 | Rp 5.565.000,00
28 |TERBILANG :  Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
W 4> w| Rincian | Rekap (7) .~ Kuitansi_~ATK . UKP Tim .~ Rekap Operasional Kuitansi Operasional _~ ¥4 [l
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Lampiran 19 Contoh Sunber Daya Mineral di Jakarta

Insert  Pagelayout  Formulas  Data  Review  View

% e = = E ﬁ H Dem Fx PO E AutoSum - 5( ﬁ
Khmer Ul v10 v A A B = Wrap Text General - -
33 copy » % = Q( @ @ Fin~

Paste I u- - G- A Merge & Center - - % 3y | %8 M Conditional Format Cell | Insert Delete Format Sort& Find &
- < Format Painter u-g = o ) > Formatting - as Table - Styles = |~ - - | @Cearr  Fifter Select-
aptoud___s ot 5 e B Shies s | eating
[ 21 HG £|
- E | F G | H 1 | ] | K L | ] | N | [ | P | a |
4 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI JAKARTA
s
5
7
S
B
10
1 DITERIMA REALISAST
= JABATAN DALAM TARIF SEK TGLTUGAS JUMLAH TGL TUGAS JUMLAH b -
LEBIH/(KURANG) | TANGAN
» sumian ARy | BRUTO penps21  LumiaHNEro | o Sl | Bruto PPhPs2L | JUMLAH NETO
5 I ] 17) = (51 X (6] |8)=(7 X tarit PPH 20| 5) = (7) - &)
3171076202850008 Rp219000 || Rp4161000 7 Rp! 330000 Rp219.000 [ Rpt161000 Red |1
1
3402040908350001 RpLB2500 || Re3 467500 73 Rp3550000 Rp152500 [ Re3467500 Red |2
15
3173010208810013 | Anggota Tim m Rp50000 = RpB550000 RpLB2500 |  RE3 487500 59 Rp2950000 Rp147500 [ Rp2802500 Rp700000 |3
15
w
18 Rp11680.000 Rp584.000 | Rp11.096.000 Rp10.980.000 |  Rp549.000 | Rp10.431.000 Rp700.000
1
0 Yang Menerima,
W 4 » W[ Rincian , Rekap (7) . Kuitansi ~ ATK | UKP Tim ., Rekap Operasional Kuitansi Operasional -~ #3 0Kl [ M
Ready | Scroll Lock B ess O 0@

Lampiran 20 Contoh Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber
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Lampiran 21 Contoh Biaya Operasional Pemeriksaan
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Lampiran 22 Contoh Pemeriksaan Non Prioritas

Frogrum
Urnit Eselon [iSatker
Kegintan

Jeniz Keluaran

KAKTOR KELUARAN KEGIATAN
FEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN
FEMANTALUAN FENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

Program Paserikssan Kesmngen Negara
Auditors: 11H

Pemerikssnn  Kegangan  Megnm dan Pemantauzn
Penyulesaion Kerugian Negara

I LHF LKFF; 6§ LHP AKN [1; 6 Laporan Pemantausn
ARN D

A. Pemuriksaan Nos Priorits dan Pemaninean

A | Laporan
Henangas |
1 Pemeristah  Pusst 1 Mandmtori sesua denges UL 7605 A0S0
[LKFF) 1
T | Kementerian 1 Mt sesun denges UL | 6.0 167.000,00
LT {BA
L5}
] Elementerian 1 Mandntori sesuni dengan LU 1190044, THHL 0D
Eoandimator
Bidang
Pereknnomian
B Kinerja |
1 Kinerja atms 1 | Menild mspek 3E dalem 535.6641.000,00
Pengebolann Eisiom pesgelnlman sistem informesi
Infamesi pelaporan loeupngnn
Pelaparan pemeriniah  pasal  besbasis
Kemngan whrual. Pencrapan pelaparan
Pemrinias Fusst kemngan  berbasis  aknial
direscanakan elch
Pemeriniah malai 1 Janari
213 a
2 Kinerja 1 Menilei aspelk 3E  dalam 524 754 000,10
Pemgulolimn  Kas pengelolaan kas, Peneripan
Pemerintah Pusat simple  rogrwy  acconnf
relatif bou  dem  belum
dipastiknn kinerjamya
3 Kimerin Pelaynian 1 Uraian  tugss dan  fungsi 579856, 500,00
T1 Kementerzn Keusngan Tidak
| dillakesamakcrm dan

dicklnumrenesikan melalui
peoses slstem informasi yang
dikelela olds Pusiniek. Unodk
itu perlu ditakuken
pemeriksian unfuk menfla
efizkinficas pelmanim
Pusiniek  mpakeh  telng
memenuli - revvioe  lewel

agravment yang pakal |




Lampoiran 23 Contoh Surat Setoran Pajak (SSP)

. SURAT SETORAMN PAJAK 1
. KEMENTERIAN KEUANGAM R.L LEMEAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK {SSP}
Uintuis fursip WP
NPWP tloc o Lopi,2 [ L3.7 8] l@ey77] [og00

NN e dengan Mo Fokod Yt Fajek pang dinili’
Bendahara Pengeluaran BPEK RI

MNARMA WP i
ALAMATWE . Jalan Jenderal Gatot Subroto Eav,3l, Jakarka e

NOP :I.J1||L||||_|']|I|J|||IJ:_|

Ds) pemud dangin Nomar Clbjek Pajsk

ALAMAT OF k - . .. S

Keda Akun Pajak Kaode Jenis Setoran

& 1yl 1321 I',}

Masa Fajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Ml | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Mew | Des Tahur Pajak
- | | | 2041, ]
Beri darda silng { X ) paca kalan bulan, sesuaf fanpan pembayarae WK mase pang Bivhenaas | il Tahin Beruiangrs Pajak.

Homor K f [ P | |-'r -'rI___i"II_I_I_I"ri_l_I

Dvisi sesuad Momor Ketarapan: STR SKPKB afau SKPKET

LGEpS40.000,.00. .. i . Diisd gengan rup'ah peraah
Lims_Ratub Empat. Blluh Ribe Rupiab. .

Jumlah Pembayaran
Tebilang :

Wajib Pajak/Peryetor
Jakarra ', Tamggal .. 014

Ditarima oleh Kantor Penerima Pembayaran

PP —
Coyp clar fanda Targan Cap car tancky (angan

Mama Jolas

Blama Jelas o

= Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangutan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Fembayaran

F0.5201
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Lampiran 23 Bukti Penerimaan Pajak

BUET PERYCOTONGAN PAIAE

Lo
FENGHASILAN RASAL 21 LIl |
[FIsALY FORMULR 1721 - VIl

3 Ly -] e Py niyred. Famgchinilor
EIMENTEELAK KEUANGAH RI DIEFETCHEAT ]
JERADHERR L FALRE Lot Ll RTINS B I

L S L TR e

A, IDENTITAS PEMER WA PENGHASLAN YANG DIFOTORG

1. FAP Pk FE NN AR A = [EE] e} B [0, PRSP e XSO T3
B. FASA oan Hodey Al bl — S ———
&, ALEMAT +oare . loaderal Gatod Suls obo ke 3 Jakaita — R .

B PP PASAL 21 FANG NPOTIRG

BOUE DRIEK PRIRK JUMLEH PERRIHASMLAS BEUTD [Hg) “ TREE [%} PP PTG (R}
LELF S i B at ]
21 AR o 2.7} O KR L5k A HE
a1 4ng m BRI R L) . ELd 135 Ty
Sl
AL IDENTITRS PERNOTO RS
1. MPRE fem [LeRUTERE RN e am 3. ThRGHAL & TRRDA TANGAN
3. BRAR | e Bendghara Pengekaacen BP AL L ma
e o F. Susimingstn T Smi
_— N ]|

KODE ORIEK PAIGK PERGHASILAN PASAL 11 [AMAL)

1. N-AN-E s Pesonpon yan g Db bon Sehalige.

2. TT-ANEOE g Weariasd Posaan, Turdsegan Har Tua, ated Lomeian Bail Tao yer g s on Sekabpus

5. 21-4024M Monar den Imialnn Lain yasg Dtsstaskan kegada APBN sbyo AP pang Bibarima o et 195, Azt TMYTAI LI, Pejabat Kogara den Pesunansm
.b. 21 -4 5 Dajek FPh Pasal 21 Fnal Laisoes

AT i et i




Lampiran 24 SP2P

BADAN PEH-I KEUANGAN
REPUBLIK INDORNESTA

ERIM PEN E AN
Memor -3 4 SFZRV 20602014
Diberikan perugassn kepada :

[T | Wama I Galongan/Ruang | Pernn | Jangka Wektu |
L | Prasom T Pamperclali Teknlg | 30 sl
2. | Abdul Rozeq 1k Kt Tim 73 hari
3| Mend Alni Ld Anggoa Tim 73 heri

Ld. | Divu Sandra Tiirma Uly ] [ Anggotn Tim T3 hari

E. | Windu Andrivasis ] Anggots Tim | T3 heri

Untuk melaksanaksn Parencenngs, Pelaksanann dsn Pelaporan Pemeriksaan stas Pengziolain
dan Peranggungjawaban Kevangan Bagisn Anggaren Tranafer ke Dagral (BA 999,053 Tahun
201F dalam rangkn pemsriksaan LEKBUM Takun 3613 Fade Kemenierian Keuangan ¢i Jaknrg

Jakarta, 37 Juni 2014
Fepala Audiomr 1.8

At

—

Lf.. Khik Tiinuri
MIP. 18481 2281986072 | 0B

Tembiizin:
Kepaln Sub Audivarat [LA. 1



